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ABSTRAK
FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)
Ahmad Dahlan Hasibuan'
Dr. Mirza Nasution, SH, M. Hum"

Arif, SH, MH*

Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, walaupun pada kenyataannya tidak sedikit
para pencari keadilan yang merasakan kekecewaan sebagai akibat tidak
dilaksanannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara itu sendiri.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada
kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara
hirarki (floating form) sebagaimana diatur dalam kaidah pasal 116 Undang-
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata kurang efektif dapat
memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta dan kenyataan tersebut mendorong penulis

! Mahasiswa Program Pascasarjana [lmu Hukum Universitas Medan Area
" Dosen Pembimbing 1
* Dosen Pembimbing I
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untuk meneliti Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Dan Upaya
Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-Mdn) melalui pendekatan teori sistem hukum
yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan
budaya hukum (legal culture) dengan menggunakan metode deskriptif analisis
berdasarkan penelitian Kepustakaan (library research) serta meminta masukan

dari beberapa informan terutama hakim dan panitera pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan.

Penerapan upaya paksa dan sanksi administratif ternyata belum efektif mampu
memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan
sehingga kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dipandang perlu dan sangat mendesak untuk direvisi dengan memasukkan
lembaga contempt of cowrt didalamnya sebagai wultimum remidium yang
diharapkan mampu membuat jera para Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan
putusan Pengadiian Tata Usaha Negara sehingga keadilan dan kepastian hukum
yang dicita-citakan dapat ditegakkan.

- Putusan Pengadilan,
- Kepatuhan Melaksanakan Putusan,

- Kepastian Hukum.
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ini tidak mungkin dapat dibalas dan penulis hanya dapat mendoakan mudah-
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Medan, 16 April 2012

Hormat Penulis,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan titik krusial dalam pengamalan supremasi
hukum dan keadilan. Penegasan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar
1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) setelah adanya perubahan keempat,
bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum, walaupun dalam
pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik, padahal
mekanisme ataupun proses penegakan hukum yang sesungguhnya telah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam praktek masih
menemui kendala-kendala serius di lapangan, sehingga hakekat dan makna
penegakan hukum menjadi pudar, yang berakibat warga masyarakat menjadi
apatis terhadap pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Pengadilan sebagai lembaga/institusi terakhir dalam penegakan hukum dalam
praktek juga sering memberikan putusan yang tidak adil dan yang lebih ironis lagi
putusan yang dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht
van Gewijde) sering tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan
kesadaran hukum masyarakat maupun penguasa sangat rendah yang berakibat
kepastian hukum yang didambakan peﬁcari keadilan menjadi tidak mendapatkan
perlindungan hukum. Lembaga Peradilan tercakup dalam ruang lingkup

kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah pasal 24 ayat (2) UUD 1945
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ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.'

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa Tata
Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”). Setiap permasalahan dengan
birokrasi, dengan perkataan lain setiap sengketa yang timbul antara pemerintah
dengan pihak yang dirugikan baik perorangar maupun badan hukum atas
terbitnya keputusan Pejabata Tata Usaha Negara atau karena tidak diterbitnya
keputusan Tata Usaha Negara menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang
ditentukan  Undang-Undang yang merugikan kepentingannya, muara
penyelesaiannya adalah melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang
baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-
belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak afektif dan

efisien serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Berkembangnya

' Undang-Undang Dasar 1945 Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2007.
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Untuk melaksanakan pengambilan data di insiarci yang saudara pimpin sebagai bahan
melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis paria Program Fascasarjana Magister lImu Hukum
Universitas Medan Area.

Disamping itu periu kami sampaikan bahwa mahasiswe yang tersebut diatas mengambil judul :
"Problematika Pelaksanaan Putusan Pcngadilon Tata liszha Negara dalam Praktek
(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usahy Negara Medan Nomor 17,G/2900/PTUN -
Medan)".

Pemixian disampaikan, atas bantuan dan kerjacama yang baik diucapkan terimakasih.
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

JLN. LISTRIK No. 10 MEDAN (20112)
Telepon : (061) 4516221

e e

Medan, 12 April 2012

No. : WLTUN/ §//AT.02.051V/2012. Kepada Yth :
Lamp. : - Direktur Program Pasca Sarjana
Hal : Telah Mengambil Data Magister Ilmu Hukum
Di Pengadilan Tata Ussha Negara Universitas Medan Area
Medan. di—
Medan

Sehubungan dengan surat dari Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas Medan Area Nomor : 740/Wadir. Ak/PPs-UMA/AK/2012 tanggal
12 Maret 2012 perihal Pengambilan Data, dengan ini kami beritahukan bahwa yang namanya

tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD DAHLAN HASIBUAN.
NPM : 101803097.
Program Studi : Magister Ilmu Hukum.

Adalah benar telah mengambil data di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk
melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area dengan judul : '

” Problematika Pelaksanaau Putusan Peogadilan Tata Usaba Negara dalam Praktek
(Analisa Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/
2000/PTUN-MDN) ”.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITASMEDAN AREA



| PROGRAM PASCASARJANA

Nama Lengkap
NPM
Program Studi

Komisi Pembimbing

Judul Tesis

Jadwal Meja Hijau

Program Studi : Mugister Administrasi Publik - Magister Agribisnis

Magister llmu Hukum - Magister Psikologi

Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20120

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN TESIS

AHMAD DAHLAN HASIBUAN
JotBo3007

: MAGISTER ILMU HUKUM
T (Ketua)
i S R R T G i ( Sekretaris )

5 Dr. Mirza Nosuon (CH- M. Bumy pembimbing ()

Lo s 8 A ( Pembimbing Il )

8 vsnnsasmsranerit R M b W W N, i ( Penguji Tamu )
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....................
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DIKETAHUI DAN MENYETUJUI
mbimbing | Pembimbing Il

Telah Diperiksa Kelengkapan Berkas
No.

/BAAJ20..
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